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ABSTRAK 

Muhammad Razib. Analisis Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam Mengenai Radd 

Waris Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017. Skripsi, 

Pembimbing: Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.H.I., pada Program Studi Hukum 

Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin (2025). 
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Radd waris adalah ketika dalam pembagian harta warisan menunjukkan 

bahwa nilai pembilang lebih kecil daripada nilai penyebut sehingga ada sisa, sedang 

tidak ada ahli waris ‘ashâbah maka pembagian harta warisan dilakukan dengan 

menambahkan sisa tersebut kepada masing-masing ahli waris dzâwil furûdh, 

berdasarkan fardh yang mereka miliki. Klausul Pasal 193 KHI tentang Radd tidak 

spesifik menyatakan ahli waris dzâwil furûdh yang berhak karena mengandung 

makna umum tanpa klausul pengecualian. Pasal 193 KHI berdasarkan konsep radd 

waris dari salah satu pendapat fukaha klasik. Pasal 193 KHI tentang Radd Waris 

sebagai pedoman materiil dianalisis menurut PERMA No. 3 Tahun 2017 sebagai 

pedoman beracara/formiil. Analisis tersebut untuk memahami bagaimana 

kesesuaian dan keterkaitan kedua peraturan ini dalam memberikan kemanfaatan, 

kepastian hukum dan keadilan, serta kesetaraan gender dan nondiskrimasi terhadap 

penerima radd waris suami atau istri selaku pihak dalam perkara perdata. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute 

approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum 

diperoleh melalui studi pustaka terhadap KHI, PERMA No. 3/2017, literatur hukum 

Islam, dan bahan lainnya.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 193 KHI mengenai radd waris 

sesuai dan mengadopsi konsep radd waris dari teori Utsman bin Affan. Konsep 

radd waris dalam teori/pendapat Utsman bin Affan adalah radd waris dikembalikan 

kepada seluruh ahli waris dzâwil furûdh tanpa terkecuali, baik itu dzâwil furûdh  

nasabiyah maupun sababiyah, yakni suami (duda)/istri (janda), berdasarkan fardh 

mereka. Konsep ini turut sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan untuk 

semua dzâwil furûdh, dan kemitrasejajaran suami dan istri dalam Islam. Radd dalam 

Pasal 193 KHI menurut PERMA No. 3/2017 menunjukkan aturan tersebut saling 

berkesinambungan, menguatkan, dan terangkai menjadi kesatuan yang tidak 

terpisahkan. Pasal 193 KHI menurut PERMA No. 3/2017 akan diinterpretasi secara 

gramatikal, sosiologis, analogis, historis, dan ekstensif sehingga sesuai konsep radd 

waris di awal. 

  


